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ABSTRACT
The aim of this study was to analyze the influence of government expenditure in educational, health and infrastructure sector on Human Development Index (HDI) in Indonesia. The government expenditure in infrastructure is proxied by the variable of the government infrastructure expenditure in housing and public facility. The government expenditures in education, health and infrastructure sectors are investment in Human Development Index.

The research used panel regression ie Fixed Effect model approach. The result of this resarch is that the government expenditure in health sector has positive influence in developing Human Development Index in Indonesia. However, the government expenditures in education and infrastructure doesn’t have significant impact on HDI.

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah menempatkan aspek desentralisasi sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, telah memberi banyak otonomi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintah kepada daerah. Setelah berjalan 5 tahun, evaluasi terhadap perlaksanaan ekonomi daerah mutlak dilakukan, mengingat arah kebijakan ekonomi daerah mutlak dilakukan bukanlah semata-mata untuk pembangunan fisik dan ekonomi semata tapi yang lebih penting lagi adalah pembangunan manusianya. Pembangunan manusia sampai tingkat regional perlu dilakukan evaluasi mengingat pembangunan manusi pada tingkat tersebut sangat bervariasi. Salah satu tolok ukur yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia pada skala regional.

Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) pertama kali diajukan oleh United Nations Development Programe (UNDP) pada tahun 1990 yang sangat luas digunakan untuk mengukur relatif pembangunan manusia di seluruh Negara. Human Dvelopment Index (HDI) berupa gabungan angka yang bernilai antara 0 dan 1. Nilai yang lebih tinggi dari HDI mengindikasikan suatu relatif pembangunan manusia yang lebih baik. Yang berusaha memperoleh indicator pembangunan berdasarkan komposit harapan hidup, pendidikan dan pendapatan. Indikator dasar ini bermaksud untuk mengukur seberapa jauh pertumbuhan dan pemerataan pembangunan manusia mampu memberikan output kebutuhan fisik dan input dimensi pembangunan manusia untuk dapat memperoleh pilihan-pilihan kebutuhan (Lai, 2002).

Pembangunan manusia adalah sebuah konsep yang mempertimbangkan baik aspek kualitatif maupun kuantitaf mempertahankan hidup, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (Kramakar, 2006). Modal manusia (human capital) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Dimana dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi juga diyakini akan lebih baik. Dan juga dapat kualitas dari modal manusia ini, misalnya dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indicator-indikator lainnya sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai laporan pembangunan manusia yang dipublikasikan oleh Badan PBB untuk Pembangunan Manusia (UNDP). Oleh karena itu untuk memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks regional (Brata, 2002).

Kualitas sumber daya manusia itu sendiri dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan indikator lainnya. Salah satu cara meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan baik formal maupun nonformal dan peningkatan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik yang berkaitan dengan teknologi maupun kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dimana juga dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi.
Tabel 1. Human Development Index Trend

	Negara\Tahun
	1990
	1995
	2000
	2005
	2006
	2007

	Brunai Darusalam
	0.876
	0.889
	0.905
	0.917
	0.919
	0.92

	Laos
	..
	0.518
	0.566
	0.607
	0.613
	0.619

	Indonesia
	0.624
	0.658
	0.673
	0.723
	0.729
	0.734

	Malaysia
	0.737
	0.767
	0.797
	0.821
	0.825
	0.829

	Myanmar
	0.487
	0.506
	 .. 
	0.583
	0.584
	0.586

	Singapura
	0.851
	0.884
	..
	.. 
	0.942
	0.944

	Thailand
	0.706
	0.727
	0.753
	0.777
	0.78
	0.783


Sumber : Human Development report 2009

Dari tabel di atas dilihat bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang termasuk ke dalam level Medium Human Development. Dimana perkembangan ranking human development-nya berkembang dari tiap trend. Namun untuk beberapa Negara di asia tenggara, peningkatan ranking human development di Indonesia masih sangat rendah. Dibandingkan dengan Singapura peningkatan ranking Human Development Indonesia sangat rendah, peningkatan rangkingnya pun sangat besar perbedaannya.  

 Laporan terbaru dari Indonesia National Human Development Report 2009 menyebutkan bahwa sejak pertengahan tahun 1990-an, HDI Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam bidang ekonomi dan sosial. Namun ketika terjadi krisis multidimensional yang menimpa Indonesia di tahun 1997, nilai HDI Indonesia mengalami kemerosotan secara tajam antara tahun 1996 hingga tahun 1999. Mulai meningkat lagi di tahun 2002, nilai rata-rata HDI Indonesia adalah 66. Dengan catatan untuk masing-masing wilayah di Indonesia nilai HDInya tidak merata, tapi berdasarkan tahun 2008 HDI bergerak berkisar antara 77 di Jakarta Timur, DKI Jakarta (tertinggi di Indonesia) dan 64 di Jayawijaya, Papua terendah di Indonesia.”

Dalam Indonesia National Human Development Report 2004, terjadi degradasi dalam perolehan yang bisa dicapai pembangunan manusia, dimana dalam laporan tersebut disebutkan bahwa peringkat Indonesia merosot ke urutan ke-112 dari 175 negara, dan kian jauh tertinggal dibandingkan Malaysia Thailand dan Filipina (Utomo,dkk, 2006). Namun berdasarkan Human Development Report 2009, peringkat Indonesia meningkat dari 112 menjadi peringkat ke-111 dari 182 negara. Walaupun peringkat Indonesia meningkat, namun masi tetap tertinggal dibandingkan Malaysia, Thailand and Filipina.

Menurut Mankiw (2007), sumber daya manusia adalah akumulasi investasi manusia, seperti pendidikan dan pelatihan. Jenis modal manusia yang peling penting adalah pendidikan. Seperti semua bentuk modal, pendidikan mewakili suatu pengeluaran sumberdaya pada waktu tertentu untuk meningkatkan produktivitas dimasa yang akan datang. Oleh karena hal itu, kualitas sumber daya manusia sangatlah diperlukan dalam pembangunan suatu negara. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka semakin baik pula efisiensi dan produktivitas Negara tersebut. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi juga akan mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan kapabilitas penduduk dan juga pada produktivitas dan kreativitas mereka. Menurut teori human capital, pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi manusia yang menanamkan ilmu pengetahuan, keterampilan atau keahlian, nilai, norma, sikap, dan perilaku yang berguna bagi manusia sehingga manusia tersebut dapat meningkatkan kapasitas belajar dan produktifnya (Ghozali, 2000).

Bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur merupakan salah satu aspek pembangunan dan pengembangan sumberdaya manusia (Estache, dkk, 2007). Pendidikan, sebagai bagian dari pembangunan manusia, sebuah transformasi individu dari agen ekonomi ke pembuat keputusan dan menjamin kesejahteraan yang baik (Kramakar, 2006). Sektor Pendidikan dan sektor kesehatan, merupakan investasi untuk meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia, memperkuat modal fisik, dan sekaligus menyelaraskan kemampuan menyesuaikan pengetahuan teknik (Utomo, dkk, 2006). Pendidikan menanamkan kapasitas baru untuk belajar dan keterampilan modal manusia lainnya yang memungkinkan adanya penyerapan teknologi sebagai kekuatan ekonomi. 

Berdasarkan kasus Indonesia, dalam bidang pendidikan terjadi banyak perkembangan. Angka partisipasi sekolah meningkat tiap tahunnya. Dan mengurangi angka buta huruf tiap tahunnya, walaupun persentase penurunannya tidak begitu besar tiap tahunnya. Peningkatan partisipasi sekolah untuk 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun peningkatannya sangat cukup besar, sedangkan untuk angka partisipasi sekolah untuk 19-24 tahun peningkatannya sangat kecil. Hal ini mempengaruhi tingkat angkatan kerja di Indonesia, dimana terdapat begitu banyak jumlah tenaga kerja di Indonesia yang hanya berpendidikan SD dan tidak pernah bersekolah sama sekali hal itu karena kurangnya angka partisipasi sekolah untuk 19-24 tahun.
Selain pendidikan aspek lainnya yang merupakan aspek pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia adalah aspek kesehatan.  Kondisi kesehatan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat berarti dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai contoh, angka kematian bayi turun dari 118 kematian per seribu kelahiran di tahun 1970 menjadi 35 di tahun 2003, dan angka harapan hidup meningkat dari 48 tahun menjadi 66 tahun pada periode yang sama. Perkembangan ini meperlihatkan dampak dari ekspansi penyediaan fasilitas kesehatan publik di tahun 1970 dan 1980, serta dampak dari program keluarga berencana
. 

Tantangan bagi pemerintahan yang akan datang ialah bagaimana untuk dapat terus meningkatkan keadaan kesehatan sambil merestrukturisasi dan mereformasi sistem kesehatan di era desentralisasi ini. Dan tugas yang peling utama adalah memberikan perhatian penting pada tugas yang paling penting ialah memberikan perhatian lebih kepada kondisi kesehatan utama, meningkatkan kelayakan kondisi  kesehatan serta pemanfaatan sistem kesehatan, melibatkan peran swasta, mengevaluasi ulang mekanisme pendanaan kesehatan dan melaksanakan desentralisasi, termasuk juga menyangkut isu tenaga kesehatan.

Meningkatnya Tingkat kesehatan di Indonesia dapat kita lihat juga dari presentase penduduk yang menggunakkan obat tradisional. Dari data di atas dapat kita lihat dengan meningkatnya persentase penduduk yang menggunakan obat tradisional dapat disimpulkan bahwa disebabkan oleh rendahnya pengeluaran pemerintah maupun pribadi untuk kesehatan. Lebih lanjut, cakupan asuransi amat terbatas. Pembiayaan kesehatan saat juga lebih banyak dikeluarkan dari uang pribadi, dimana pengeluaran kesehatan yang harus dikeluarkan oleh seseorang mencapai sekitar 75-80 persen dari total biaya kesehatan dan kebanyakan pembiayaan kesehatan ini berasal dari uang pribadi yang dikeluarkan ketika mereka memanfaatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat mungkin akan lebih memilih untuk menggunakan obat-obatan tradisional. Secara keseluruhan, total pengeluaran untuk kesehatan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga (US $ 16 per orang per tahun pada 2001)
.

 Namun sejak tahun 2007 penduduk yang menggunakan obat-obatan tradisional menurun, hal ini disebabkan dari upaya pemerintah untuk mengatur pengeluaran yang sedang mepertimbangkan perlunya reformasi penting dalam pembiayaan kesehatan melalui pengenalan asuransi kesehatan nasional. dimana Asuransi kesehatan merupakan cara yang cukup ampuh untuk meningkatkan sumber daya perlindungan kesehatan, meningkatkan akses kesehatan bagi orang miskin dan mendorong penyedia jasa kesehatan untuk menjadi lebih bertanggung jawab (accountable). 

Aspek pembangunan dan pengembangan sumberdaya manusia yang penting juga adalah Infrastruktur. Infrastruktur pada dasarnya dapat diartikan sebagai aliran jasa yang keluar dari modal yang diciptakan dalam waktu yang lama. Berdasarkan sifat hasil dari input, infrastruktur dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu fisik dan sosial (Ghosh dan De, 1998). Dimana pembentukkan modal juga penting, dan barang modal itu bukan hanya terdiri dari mesin-mesin pabrik saja akan tetapi termasuk juga proyek-proyek yang diperlukan untuk memperlancar bisnis dan perdagangan seperti jalan raya, rel kereta api, sarana pendidikan, jaringan telepon, jaringan listrik, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan infrastruktur yang memerlukan investasi yang besar, akan tetapi manfaatnya menyebar ke seluruh perekonomian (Samuelson dan Nordhaus, 1994). Infrastruktur fisik diantaranya adalah transportasi, listrik, irigasi, telekomunikasi, perumahan dan air. Infrastruktur tidak saja sebagai penggerak investasi, tetapi juga mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan pekerjaan dan perolehan pendapatan. Sedangkan yang termasuk infrastruktur sosial diantaranya adalah pendidikan, kesehatan, nutrisi, sanitasi, rekreasi, dan perbankan serta berbagai bentuk fasilitas keuangan lainnya (Ghosh dan De, 1998).

Pembangunan infrastruktur di Indonesia juga mengalami hambatan pada masa krisis moneter pada tahun 1997. Pada masa sebelum krisis, pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan, dan termasuk sektor yang dibiayai cukup besar. Karena beberapa komponen untuk pembangunan infrastruktur kebanyakan berasal dari impor, maka krisis tersebut otomatis mengalami hambatan pembiayaan. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia menetapkan infrastruktur sebagai suatu prioritas nasional. Dan tahun 2006 pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Infrastruktur. Tahun 2009, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu fokus pembangunan ekonomi. Pemerintah berencana mengalokasikan untuk infrastruktur sebesar tiga persen dari total anggaran (Jurnal Nasional, 2008).

Namun hal ini semua saling berhubungan dengan pendapatan perkapita, karena pendapatan perkapita sangat signifikan dalam menentukan Human Development (Chakraborty, 2001). Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatandan infrastruktur memiliki peranan penting terhadap Human Development. Berdasarkan estimasi dari penelitian yang dilakukan oleh Chakraborty menyatakan bahwa belanja perkapita dalam bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh sangat kuat terhadap Human Development dibandingkan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Pengeluaran pendidikan di Indonesia masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Menurut data World Bank (2004), persentase pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan di Indonesia adalah rata-rata 1,66 persen dari GNP pada periode tahun 1970-1990, sedangkan periode tahun 1991-2000 rata-rata 1,36 persen dari GNP. Namun terjadi peningkatan pada tahun 2009-2010 menjadi 2,3 persen. 
Tabel 2. Prosentase Pengeluaran Pemerintah
	Nomor
	Negara
	Pengeluaran pemerintah

	
	
	Dalam bidang pendidikan (2000-2007)
	Dalam bidang kesehatan (2006)

	1
	Hongkong
	23.2
	…

	2
	Korea
	15.3
	11.9

	3
	Malaysia
	25.2
	7.0

	4
	Thailand
	25.0
	11.3

	5
	Philipina
	15.2
	6.4

	6
	Indonesia
	17.2
	5.3


Sumber : disusun dari HDR 2010 
Melalui data pada Tabel 2, terlihat besarnya persentase pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap GNP, dimana Indonesia memiliki persentase kecil, padahal faktor pengeluaran pemerintah khususnya di bidang pendidikan merupakan salah satu diantara sekian banyak faktor penentu kuantitas dan kualitas pendidikan sebagai pembentuk sumberdaya manusia yang akan memacu pertumbuhan ekonomi. Begitupun dengan pengeluarandalam bidang kesehatan, Indonesia memiliki pengluaran yang sangat kecil. Sedangkan kesehatan juga merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan dan pengembangan manusia. 

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat pengeluaran pemerintah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pengembangan manusia. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah “Pengaruh Dari Pengeluaran Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Human Development Index”.

Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, terutama jenis pengeluaran pemerintah yang menyangkut pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran tersebut adalah pengeluaran atas pendidikan, pengeluaran atas kesehatan, dan pengeluaran atas infrastruktur. Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, meningkat tiap tahunnya. Namun belum cukup meningkatkan IPM di Indonesia. Masalah yang akan diangkat adalah bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap Human Development Index. 
KAJIAN PUSTAKA

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan peningkatan output agregat atau pendapatan riil. Kedua peningkatan tersebut biasanya dihitung perkapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan penggunaan input. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisik. Beberapa perkembangan ekonomi fisik yang terjadi di suatu negara adalah pertambahan produksi barang dan jasa dan perkembangan infrastruktur. Semua hal tersebut biasanya diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara dalam periode tertentu.

Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Todaro, 2006) mengemukakan hubungan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat (Mangkoesoebroto, 2001).

Ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa:

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Investasi produktif yang bersifat langsung harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi infrastruktur, ekonomi dan sosial. Contohnya adalah pembangunan jalan-jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi dan sebagainya, yang kesemuanya itu mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif.

Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Pendidikan formal, program pendidikan dan pelatihan kerja perlu lebih diefektifkan untuk mencetak tenaga. Tenaga terdidik dan sumber daya manusia yang terampil. Logika konsep investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dan penciptaan modal manusia (human capital) dapat dianalogikan dengan peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya tanah melalui investasi strategis.

2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

3. Kemajuan teknologi yang terdiri dari tiga klasifikasi, yaitu:

1) Kemajuan teknologi yang bersifat netral

2) Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja

3) Kemajuan teknologi yang hemat modal

Indeks Pembangunan Manusia

 UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan, sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan. Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Produktivitas 

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia. 

2. Pemerataan 

Penduduk harus memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kesinambungan 

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui. 

4. Pemberdayaan 


Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Setelah IPM diketahui, maka perlu ditentukan krieteria analisanya, dimana ketentuan tersebut adalah :

· Status Rendah


: IPM < 50

· Status Menengah Bawah 

: 50 < IPM < 66

· Status Menengah Atas

: 66 <IPM < 80

· Status Tinggi


: IPM > 80

Tahapan Perhitungan IPM akan nampak sebagai berikut:
Beberapa tahapan dalam penghitungan IPM dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Tahap pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (Indeks Harapan Hidup = X1, Pengetahuan = X2 dan Standar Hidup Layak = X3). 
Indeks (Xi) = (Xi – Xmin)/(Xmaks – Xmin)
Dimana :
Xi            : Indikator komponen pembangunan manusia ke-i, i= 1,2,3
Xmin       : Nilai minimum Xi
Xmaks     : Nilai Maksimum Xi 
2. Tahapan kedua perhitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks Xi dengan rumus: 
IPM = {X1 + X2 + X3} / 3
dimana :
X1    = Indeks Angka Harapan Hidup
X2    = 2/3(Indeks Melek Huruf) + 1/3(Indeks Rata-rata Lama Sekolah)
X3    = Indeks Konsumsi perkapita yang disesuaikan 
3. Tahap ketiga adalah menghitung Reduksi Shortfall, yang digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan nilai IPM dalam suatu kurun waktu tertentu. 
r = { (IPMt+n – IPMt)/(IPM ideal – IPMt) x 100 }1/n
Dimana:
IPMt             = IPM pada tahun t
IPMt+n         = IPM pada tahun t+n
IPM ideal      = 100
Pengeluaran Pemerintah

 Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran, yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran berimbang adalah suatu kondisi di mana penerimaan sama dengan pengeluaran (G = T). Anggaran surplus adalah pengeluaran lebih kecil dari penerimaan (G < T). Sedangkan, anggaran defisit adalah anggaran pengeluaran lebih besar dari penerimaan (G > T). Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi. Sedangkan, anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya (Mangkoesoebroto, 2001).

Pengeluaran pemerintah terdiri dari:

1) Pengeluaran rutin.
Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian (Mangkoesoebroto, 2001).

2) Pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Anggaran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia maka pencapaian sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin (Nota Keuangan dan APBN, 2004).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Mangkoesoebroto (2001) dalam perekonomian modern peran pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu :

1. Peran alokasi sumber-sumber ekonomi,

2. Peran distribusi peda pendapatan dan kekayaan, dan

3. Peran stabilisasi perekonomian.

Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Dasar teori pengeluaran pemerintah bersumber dari keseimbangan pendapatan nasional, yaitu: [image: image2.png]Y=C+I+G+X—M




Dimana :  Y = pendapatan dasional
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Dengan melihat kesimbangan diatas dapat terlihat bahwa campur tangan pemerintah memiliki pengaruh yang sangat penting didalam perekonomian, dimana kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. 
Model Pembangunan tentang Perkembangan Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan dengan tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal, persentase investasi yang ditanamkan pemerintah terhadap total investasi besar. Hal ini disebabkan pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana dasar kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Pada tahap yang kedua, yaitu tahap menengah, dimana investasi pemerintah dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbahan ekonomi. Dan pada tahap ini peranan investasi swasta mulai berkembang, sedangkan berkembangnya investasi swasta menyebabkan perkembangan industri yang berdampak padapencemaran lingkungan sehingga pemerintah harus menyelesaikan masalah tersebut. Musgrawe berpendapat dalam Mangkoesoebroto (2001), bahwa dalam suatu proses pembangunan investasi swasta dalam prosentase terhadap GNP. Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran pemerintah untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan dan sebagainya. 
Hukum Wagner

Hukum Wagner merupakan teori pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang menyatakan bahwa pengluaran pemerintah akan semakin besar dari waktu ke waktu. Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita mengalami peningkatan, secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat pula disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 2001). Dasar dari hukum itu adalah pengamatan empiris negara-negara maju (USA, Jerman, Jepang), tetapi hukum tersebut memberikan dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas.

Hukum tersebut dapat dirumuskan dengan notasi: 
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Hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Sehingga Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian akan menyebabkan hubungan antara industri dengan industri dan hubungan industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks, Sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif semakin besar (Mangkoesoebroto, 2001).

Menurut Wagner ada 5 hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan; kenaikan tingkat pendapatan masyarakat; urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi; perkembangan ekonomi; perkembangan demokrasi; dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan (Mangkoesoebroto, 2001).

Namun Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian, hubungan antara industri dan industri, industri dan masyarakat, dan sebagainya akan menjadi semakin kompleks. Ini bisa menyebabkan peranan pemerintah semakin kuat dan besar karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. 
Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis penerimaan pengeluaran Pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak,padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar (Mangkoesoebroto, 2001). 
Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebapkan pengeluaran pemerintah juga meningkat. Dilihat dari keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu misalnya terjadi perang, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai perang dengan meningkatkan pajak, sehingga aktivitas swasta beralih ke aktivitas pemerintah. Ini disebabkan dana swasta untuk investasi dan konsumsi berkurang karena pungutan pajak. Masyarakat pun menyadari akan hal-hal yang perlu ditangani pemerintah sehingga toleransi pajak mereka meningkat. 
Peranan Pemerintah dalam Perekonomian

Pemerintah merupakan organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan atau kekuasaan atas mereka yang hidup bermasyarakat dan meyelenggarakan pelayanan dan pendanaannya. Oleh sebab itu, pemerintah menarik pajak dan pungutan lainnya. Pelayanan pemerintah berupa penyediaan barang dan jasa, misalnya pertahanan dan keamanan, peradilan dan pendidikan sebagaimana telah dikemukakan oleh Reksohadiprojo (2001). Peranan pemerintah terdiri dari tiga hal, yaitu: (1) fungsi alokasi yaitu dimana pemerintah berusaha menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh swasta di pasar dan biasanya barang tersebut dikenal dengan nama barang dan jasa publik; (2) fungsi distribusi dimana pemerintah berusaha untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan agar masyarakat sejahtera; dan (3) fungsi stabilisasi, yaitu pemerintah dengan kebijakan fiskal perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri yang baik serta tingkat pertumbuhan yang memadai.

Menurut Adam Smith, pemerintah memiliki tiga fungsi, yaitu pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan dan meyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Adanya barang yang tidak bisa disediakan oleh pihak swasta melalui sistem pasar disebabkan karena kegagalan pasar. Sistem pasar tidak menyediakan barang atau jasa tertentu karena adanya manfaat dari barang tersebut tidak hanya dirasakan oleh pribadi akan tetapi dinikmati oleh orang lain. Kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi dalam masyarakat. Dalam hal ini, mekanisme pasar akan menyebabkan barang yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit.

Intervensi atau campur tangan pemerintah banyak berperan di negara-negara sedang berkembang. Hal ini sesuai dengan pendapat Keynes yang menyatakan bahwa mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis menjamin adanya full employment dalam perekonomian dan pemerintah bertugas untuk menciptakan kebijakan ataupun aturan agar dapat lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan masyarakat. 
Hubungan Antar Variabel Pengeluaran Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Terhadap HDI
Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan produktivitas, sehingga pendidikan diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Anggaran pendidikan yang besar jika dikelola dengan baik dan dialokasikan secara tepat diharapkan mampu meningkatkan tingkat melek huruf dan tingkat lama sekolah sehingga pada gilirannya akan meningkatkan IPM. 
Hubungan Antar Variabel Pengeluaran Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Terhadap HDI
Negara-negara berkembang harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, dengan mewujudkan program-program spesifik yakni mengendalikan penyakit serta meningkatkan kesehatan dan nutrisi. Meningkatkan standar kesehatan penduduk menyebabkan peningkatan produktivitas mereka sebagai tenaga kerja. Semakin produktivitas mereka meningkat maka mereka semakin hidup dengan layak. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, maka akan semakin meningkat pula IPM yang diukur dengan angka kelayakan hidup. 
Hubungan Antar Variabel Pengeluaran Pemerintah Dalam Bidang Infrastruktur Terhadap HDI
Ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi.  Peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur juga harus diikuti dengan efektifitas dan efisiensi dari pengeluaran tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun dan agar terciptanya transparansi dalam proses pengadaan barang dan pembangunan. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah dalam bidang infrastruktur maka akan semakin meningkat pula IPM. 
DATA DAN SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel, yakni kombinasi antara time series data dengan cross section. Data antar Propinsi di Indonesia yang bersumber dari berbagai media sebagai acuan literatur diantaranya adalah BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2004-2008, data untuk bidang kesehatan dan pendidikan dari tahun 2004-2008, dan data bidang infrastruktur sejak tahun 2004-2008.

Untuk menghindari terjadinya interpretasi yang keliru tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan batasan yang jelas dengan memberikan definisi operasional. 

a) HDI (Human Development Index)

HDI memberikan satu ukuran tiga dimensi tentang pembangunan manusia, yakni standar hidup kelahiran, tingkat melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi perkapita yang disesuaikan. 

b) Pengeluran Pemerintah dalam Bidang Pendidikan.

Pengeluaran pendidikan dalam bidang pendidikan merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk sektor pendidikan (pengeluaran riil) selama satu tahun. 

c) Pengeluaran Pemerintah dalam Bidang Kesehatan

Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan merupakan pengeluaran yang digunakan untuk sektor kesehatan (pengeluaran riil) selama satu tahun.

d) Pengeluaran Pemerintah dalam Bidang Infrastruktur

Pengeluaran pemerintah dalam bidang infrastruktur merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk sektor infrastruktur selama satu tahun.

METODE ANALISIS DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah model regresi panel data dengan menggunakanFixed Effect dan Random Effect. Beberapa keuntungan menggunakan data panel, yakni; pertama, data panel yang merupakan gabungan antara data time series dan data cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga menghasilkan degree of freedom (df) yang lebih besar. Kedua, gabungan informasi data ini juga dapat mengatasi masalah yang timbul. Pengolahan data diatas dilakukan dengan menggunakan alat bantu software Eviews 3 dengan model persamaan regresi sebagai berikut:
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: rasio pengeluaran pemerintah dalam bidang infrastruktur propinsi i  
pada tahun t. 
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Berikut ini merupakan hasil pemilihan model yang dilakukan, untuk melihat seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah pada Human Development Index. Dari hasil analisis dalam model fixed effect menunjukan hubungan pengaruh yang tidak signifikan antar waktu,  terutama pada pengeluaran pendidikan dengan probabilitas 0.5196 dan pengeluaran dalam bidang infrastruktur sebesar 0.2160, sedangkan pengeluaran dalam bidang kesehatan signifikan dengan probabilitas sebesar 0.0376. 

Variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan berpengaruh signifikan meningkatkan Human Development Index. Meningkatnya pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan sebesar 1 rupiah, maka akan meningkatkan Human Development Index sebesar 0.007224. Tren pengeluaran pemerintah atas kesehatan pada tahun 1992-1996 pengeluaran pemerintah atas kesehatan stabil, pemerintah orde baru hanya mensyaratkan 2-3 persen proporsinya terhadap pengeluaran pembangunan. Jumlah tersebut sangatlah minim apabila dibandingkan dengan keadaan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Setelah tahun 1998 yaitu periode reformasi, pemerintah merestrukturisasi anggaran pada sektor-sektor  publik. Salah satunya tahun 2005 pemerintah mencanangkan program JAMKESMAS yaitu jaminan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin. Program ini menaikkan proporsi anggaran pemerintah atas kesehatan hingga 8 persen dari keseluruhan anggaran pembangunan. Selama 4 tahun (1992-1996) proporsi anggaran pengeluaran pemerintah atas kesehatan sangat kecil, hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan baik sehingga pengaruhnya tidak secara nyata terlihat pada pembangunan manusia. Seperti yang terjadi pada hasil penelitian ini yang menyatakan pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan berpengaruh terhadap meningkatkan pembangunan manusia namun dengan peningkatan yang kecil.

Namun variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Variabel pengeluaran pemerintah atas sektor infrastruktur dalam pembahasan penelitian ini terdiri dari sektor perumahan dan fasilitas umum. Namun dari pengeluaran pemerintah dalam bidang infrastruktur tidak berlaku secara nyata terhadap pembangunan manusia. Hal tersebut terlihat dari peningkatannya yang sangat kecil. Berarti pengeluaran pemerintah dalam bidang infrastruktur memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat secara langsung mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang kemudian dapat meningkatkan pembangunan manusia.
Begitu pula pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan, memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang kemudian dapat meningkatkan pembangunan manusianya. Hal ini disebabkan karena, Pemerintah kala itu tidak banyak menunjukkan program perbaikan pendidikan. Dilihat dari pengeluaran pemerintah yang konstan sejak tahun 1992-1997 kemudian meningkat drastis pada tahun 1998 dan sesudahnya, dan anggaran pendidikan sangat rendah, hanya sekitar 2-3 persen dari keseluruhan anggaran pembangunan. Hal ini berakibat pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh kepada perbaikan kualitas sumber daya manusia. Setelah era reformasi tahun 1998, terjadi perombakan pemerintahan begitu pula dengan anggaran APBN, pemerintah mulai memusatkan perhatian pada sektor pendidikan. Salah satu kebijakan yang cukup nyata adalah menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari keseluruhan APBN seperti yang tercantum pada Undang-undang nomor 20 tahun 2003. Namun berdasarkan penelitian ini, pengeluaran pendidikannya sangat tidak signifikan. Disimpulkan bahwa program pemerintah dalam bidang pendidikan sekarang ini belum mampu  meningkatkan sumber daya manusia. 

Kemajuan yang telah dicapai dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah telah mampu mengurangi kesenjangan angka partisipasi di tingkat pendidikan sekolah dasar diantara  berbagai kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang berbeda. Akan tetapi, kesenjangan yang besar masih tampak di tingkat pendidikan sekolah menengah pertama dan pendidikan sekolah menengah atas. Ditunjukkan bahwa pada tahun 2005, angka partisipasi kasar pada tingkat sekolah dasar mencapai 107.1 persen dan angka partisipasi murni 91 persen. Masalah yang berkaitan dengan akses menjadi lebih besar di tingkat pendidikan sekolah menengah pertama, dengan angka partisipasi kasar 81.7 persen, sementara angka partisipasi murni hanya 65.2 persen. Secara resmi, pendidikan dasar (kelas 1–9) adalah wajib untuk anak-anak yang berumur antara 7–15 tahun. Akan tetapi, ketentuan hukum ini tidak diterapkan secara ketat. Sementara itu, akses untuk pendidikan sekolah dasar mungkin masih menjadi suatu masalah di wilayah-wilayah terpencil. Untuk sebagian besar rakyat miskin di Indonesia masalah utama dalam akses pendidikan adalah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah awal. Selain itu investasi di sektor pendidikan adalah investasi yang dampaknya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. 
KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan pembahasan terhadap pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terhadap Human Development Index di Indonesia  adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian berdasar hasil  uji Fixed Effect terlihat bahwa nilai R-sguare dari model adalah 0.91 atau 91 persen. Hal ini berarti peningkatan dan penurunan dari Human Development Index di Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel independent sebesar 96 persen.

2. Variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikandan infrastruktur tidak  signifikan tidak berpengaruh dalam meningkatkan Human Development Index di Indonesia. 
3. Variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan secara signifikan dan positif berpengaruh dalam meningkatkan Human Development Index di Indonesia. Semakin meningkatnya realisasi pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan akan meningkatkan tingkat pembangunan manusia di Indonesia.
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